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FORMULIR 1
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2012

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

1. VISI

01 Tegaknya Konstitusi dalam Rangka Mewujudkan Cita Negara Hukum dan Demokrasi Demi Kehidupan Kebangsaan

11. MISI
01

02

dan Kenegaraan Yang Bermartabat

Mewujudkan Mahkamah Konstitusi Sebagai Salah Satu Pelaku Kekuasaan Kehakiman Yang Modern dan
Terpercaya
Membangun Konstitusionalitas Indonesia dan Budaya Sadar Berkonstitusi

111. SASARAN STRATEGIS

01
02
03
04
05

06

07

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Justisial yang Modern dan Terpercaya
Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum yang Modern, Profesional dan Terpercaya
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Peradilan

Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Mandiri dan Berkualitas

Terbangunnya Budaya Sadar Berkonstitusi Melalui Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat Tentang
Isu Konstitusi dan Ketatanegaraan

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Di Lembaga Peradilan Sebagai Upaya Penerapan Tata Kelola Pemerintahan yang
Baik

Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional



IV. KEGIATAN PRIORITAS (N/B/KL)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Konstitusi RI 28,736.6
3365 Penyelenggaraan Administrasi Perkara, 01 Terselenggaranya Manajemen Administrasi Perkara Konstitusi
Persidangan, Putusan dan Hukum 001 Jumlah Peraturan dan Petunjuk Teknis 4 4 4 1,600.0
002 Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Yustisial 6 6 2,200.0
3366 Peiayanan Huhungan Masyarakat, Kerjasama, 01 Terselenggaranya Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokolan,
Keprotokolan dan Pengelolaan Teknologi dan Pengelolaan Teknologi Informasi
Informasi 002 Jumlah Sistem dan Informasi Penanganan Perkara 2 2 2 2 11,642.1
3367 Penyusunan Program, Rencana Kerja 01 Terselenggaranya Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Anggaran,
Anggaran, Pengelolaan Keuangan, dan Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan
Pengawasan 001 Penyusunan Dokumen Anggaran dan Penanganan Perkara 1 1 1 1 4,359.4
3369 Pengelolaan Arsip, Pembinaan SDM dan 01 Terlaksananya Manajemen SDM, Arsip, dan Pengelolaan Kerumahtanggaan
Kerumahtanggaan 001 Jumlah Kegiatan Pengembangan Organisasi, 5SDM, dan Reformasi Birokrasi 5 5 5 5 8,935.1
06 Program Penanganan Perkara Konstitusi 59,999.5
3372 Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU 01 Terwujudnya Penyelesaian Perkara Konstitusi yang Tepat Waktu, Transparan
Legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbup, Walikota, dan dan Akuntabel
Perkara Lainnya 001 Jumlah Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya yang Diputus 103 85 80 80 38,540.4
002 Jumlah Perkara Pemilu Legislatif, Presiden dan Wapres yang Diputus 80 0.0
003 Jumlah Perkara Pemilukada yang Diputus 56 100 25 25 21,4591
07 Program Kesadaran Berkonstitusi 60,704.1
3373 Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan 01 Terlaksananya Kegiatan Kesadaran Berkosntitusi dan Penyebarluasan
Penyebarluasan Informasi MK Informasi Konstitusi dan MK
001 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum Acara MK 34 34 34 34 28,260.0
002 Jumlah Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK 114 114 114 114 324441




RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2012
( REKAPITULASI UNIT ORGANISASI )

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

(7)=[4+5+6) 9
h Konstitusi Ri ; ; g 2764731 265,781.0




RENCANA KERJA KEMENTERIAN /LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2012
( REKAPITULASI PROGRAM )

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

(1 (2) (3) (4 (5) (6} (7)=(4+5+6) (8) (9 (10)

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 114,362.9 135,769.5 0.0 0.0 135,769.5 127,700.0 136,100.0 136,100.0
Mahkamah Konstitusi RI

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI 70,000.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,100.0 16,500.0 16,500.0

06 Program Penanganan Perkara Konstitusi 55,000.0 59,9995 0.0 0.0 59,999.5 63,594.0 76,081.0 76,081.0

07 Program Kesadaran Berkonstitusi 48,337.1 60,704.1 0.0 0.0 60,704.1 37,1000 37,100.0 37,100.0




RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2012
( REKAPITULASI PROVINSI )

iy

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

(3) (4) (7)=(4+5+6) (8) (9)
287,700.0 276,473.1 : : 276,473.1 248,494.0 265,781.0




RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2012
( REKAPITULASI KABUPATEN/KOTA)

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI
(1 (2) (3) (4) (5) (6) (7)=(4+5+6) (8) (9 (10)
00 Pusat 287,700.0 276,473.1 0.0 0.0 276,473.1 248,494.0 265,781.0 265,781.0
00.00 Pusat 287,700.0 276,473.1 0.0 0.0 276,473.1 248,494.0 265,781.0 265,781.0




RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2012
( REKAPITULASI KEGIATAN PER PROGRAM )

KEMENTERIAN/LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
(1) (2) (3) (4] (5) (6) (7)=(4+5+6) (8) (9} (10)

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 114,362.9 135,769.5 0.0 0.0 135,769.5 127,700.0 136,100.0 136,100.0
Mahkamah Konstitusi RI

3365 Penyelenggaraan Administrasi Perkara, Persidangan, Putusan dan Hukum 2,861.6 3,800.0 0.0 0.0 3,800.0 2,900.0 2,900.0 2,900.0

3366 Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokolan dan Pengelolaan 35,113.8 45,000.0 0.0 0.0 45,000.0 32,1384 33,7384 33,7384
Teknologi Informasi

3367 Penyusunan Program, Rencana Kerja Anggaran, Pengelolaan Keuangan, dan 27,978.4 32,169.5 0.0 0.0 32,169.5 36,611.6 39,451.6 39,451.6
Pengawasan

3368 Penyelenggaraan Penelitian Isu-isu Konstitusi, Ketatanegaraan dan 8,818.3 10,300.0 0.0 0.0 10,300.0 10,500.0 12,000.0 12,000.0
Pengelolaan Perpustakaan

3369 Pengelolaan Arsip, Pembinaan SDM dan Kerumahtanggaan 39,590.8 44,500.0 0.0 0.0 44,500.0 45,550.0 48,010.0 48,010.0

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah 70,000.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,100.0 16,500.0 16,500.0
Konstitusi RI

3370 Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana 58,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,600.0 5,000.0 5,000.0

3371 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 12,000.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 14,500.0 11,500.0 11,500.0

06 Program Penanganan Perkara Konstitusi 55,000.0 59,999.5 0.0 0.0 59,999.5 63,594.0 76,081.0 76,081.0

2372 Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbup, 55,000.0 59,999.5 0.0 0.0 59,999.5 63,594.0 76,081.0 76,081.0
Walikota, dan Perkara Lainnya

07 Program Kesadaran Berkonstitusi 48,337.1 60,704.1 0.0 0.0 60,704.1 37,100.0 37,100.0 37,100.0

3373 Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Penyebarluasan Informasi MK 48,337.1 60,704.1 0.0 0.0 60,704.1 37,100.0 37,100.0 37,100.0




FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2012

I. UMUM

1. Nama Kementerian/Lemba : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

- Mahkamah Konstitusi Ri
No | Misi

1 Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang
modern dan terpercaya

2. Nama Unit Organisasi

3. Misi Unit Organisasi

2 Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi

4. Sasaran Strategis No Sasaran Strategis

01 | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Justisial yang Modern dan Terpercaya

02 | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum yang Modern, Profesional dan Terpercaya

03 | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Peradilan

04 | Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Mandiri dan Berkualitas

05 | Terbangunnya Budaya Sadar Berkonstitusi Melalui Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman
Masyarakat Tentang Isu Konstitusi dan Ketatanegaraan

06 | Terwujudnya Reformasi Birokrasi Di Lembaga Peradilan Sebagai Upaya Penerapan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik

07 | Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional

5. Kode Program : 077.01.01

6. Nama Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah

Konstitusi RI
7. Pendanaan (Juta Rupiah)

Pendanaan Alokasi Tahun | Usulan Tahun Prakiraan Kebutuhan
2011 2012 Tahun 2013 | Tahun2014 | Tahun2015
1. Rupiah 135,769.5
a. Pendamping 0.0
b. Non Pendamping 135,769.5
2.PHLN atau PDN 0.0
JUMLAH 114,362.9 135,769.5 127,700.0 136,100.0 136,100.0
1. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR
Hasil/OutCome Indikator
01 Meningkatnya Dukungan Administrasi Umum dan Administrasi 01 Indeks Pelayanan Administrasi Yustisial
Yustisial Yang Modem dan Terpercaya 02 Indeks Persepsi Publik dan Media
03 Jumlah Kegiatan Kerjasama Lembaga
04 Predikat Opini Laporan Keuangan dan Capaian Kinerja
05 Persentase Perkara Yang Dikaji
06 Indeks Pelayanan Administrasi Umum

/ Formulir 1.1 - 1




I1I. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH KONSTITUSI RI il |

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (%) (10) (11)
3365 | Penyelenggaraan Administrasi 01 Terselenggaranya Manajemen Administrasi Perkara Konstitusi Biro -
Perkara, Persidangan, Putusan dan : ; Administrasi
* KP
Haki 001 Jumlah Peraturan dan Petunjuk Teknis 4 4 4 4 KL TIDAK Perkara dan
002 Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Administrasi Yustisial 6 6 6 6 KP KL TIDAK Persidangan
3366 | Pelayanan Hubungan Masyarakat, 01 Terselenggaranya Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Biro Humas
Kerjasama, Keprotokolan dan Keprotokolan, dan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Protokol
Pengelolaan Teknologi Informasi 001 Jumlah bahan Publikasi Konstitusi dan MK 21 21 21 21 KP 0 TIDAK
002 Jumlah Sistem dan Informasi Penanganan Perkara - 2 2 2 2 KP KL TIDAK
003 Jumlah Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan 2 2 2 2 KP 0 TIDAK
004 Jumlah Kegiatan Kegiatan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri + 4 4 4 KP 0 TIDAK
3367 | Penyusunan Program, Rencana Kerja | 01 Terselenggaranya Penyusunan Program, Rencana Kerja dan Biro
Anggaran, Pengelolaan Keuangan, Anggaran, Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan Perencanaan
dan Keuangan
dan Pengawasan 001 Penyusunan Dokumen Anggaran dan Penanganan Perkara 1 1 1 1 KP KL TIDAK &
002 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran 6 6 (] 6 KP 1] TIDAK
3368 | Penyelenggaraan Penelitian Isu-isu 01 Terselenggaranya Penelitian lsu-isu Konstitusi, Ketatanegaraan, dan Pusat‘ )
Konstitusi, Ketatanegaraan dan Pengelolaan Perpustakaan Penelitian
Pengelolaan Perpustakaan 001 Jumlah Penelitian dan Kajian Perkara 7 8 8 10 KP 0 TIDAK gzggka“an
002 Jumlah Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan 2 2 2 2 KP 0 TIDAK
3369 | Pengelolaan Arsip, Pembinaan SDM 01 Terlaksananya Manajemen SDM, Arsip, dan Pengelolaan Biro Umum
dan Kerumahtanggaan Kerumahtanggaan
001 Jumlah Kegiatan Pengembangan Organisasi, SDM, dan Reformasi Birokrasi 5 5 5 5 KP KL TIDAK
002 Jumlah Kegiatan Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan 3 3 3 3 KP 0 TIDAK
003 Jumlah Kegiatan Kearsipan 3 3 3 3 KP 0 TIDAK

Keterangan :
Kolom (8) : KP=Kantor Pusat; KD=Kantor Daerah; D=Dekonsentrasi; TP=Tugas Pembantuan; UB=Urusan Bersama
Kolom (9) : N=Nasional, K/L=Kementerian/Lembaga, B=Bidang; 0=Bukan Prioritas

/ Formulir 1.2 - 1



B. PENDANAAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH KONSTITUSI R

(Juta Rupiah)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9 (10) (11)
3365 | Penyelenggaraan Administrasi Perkara, Persidangan, Putusan 2.861,6 3.800,0 0,0 0,0 3.800,0 2.900,0 2.900,0 2.900,0
dan Hukum
01 Terselenggaranya Manajemen Administrasi Perkara Konstitusi 2.861,6 3.800,0 0,0 0,0 3.800,0 2.900,0 2.900,0 2.,900,0
001 | Jumlah Peraturan dan Petunjuk Teknis 995,8 1.600,0 0,0 0,0 1.600,0 900,0 900,0 900,0
995,8 1.600,0 0,0 0,0 1.600,0 900,0 900,0 900,0 | Pusat
002 | Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Administrasi 1.865,8 2.200,0 0,0 0,0 2.200,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0
Yustisial
1.8658 2.200,0 0,0 0,0 2.200,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 | Pusat
3366 | Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokolan dan 35.113,8 45.000,0 0,0 0,0 45.000,0 32.1384 33.738,4 33.7384
Pengelolaan Teknologi Informasi
01 Terselenggaranya Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, 35.113,8 45.000,0 0,0 0,0 45.000,0 32.1384 33.738,4 33.738,4
Keprotokolan, dan Pengelolaan Teknologi Informasi
001 | Jumlah bahan Publikasi Konstitusi dan MK 10.708,8 9.859,4 0,0 0,0 9.859,4 9.000,0 10.000,0 10.000,0
10.708,8 9.8594 0,0 0,0 9.8594 9.000,0 10.000,0 10.000,0 | Pusat
002 | Jumlah Sistem dan Informasi Penanganan Perkara 11.224,7 11.642,1 0,0 0,0 11.642,1 11.500,0 12.100,0 12.100,0
11.224,7 11.642,1 0,0 0,0 11.642,1 11.500,0 12.100,0 12.100,0 | Pusat
003 | Jumlah Kegiatan Kehumasan dan Keprotokolan 807.2 2.324,0 0,0 0,0 2.324,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0
8072 2.324,0 0,0 0,0 23240 2.000,0 2.000,0 2.000,0 | Pusat
004 | Jumlah Kegiatan Kegiatan Kerjasama Dalam Negeri dan Luar Negeri 123731 21.174,5 0,0 0,0 21.174,5 9.638,4 9.638,4 9.638,4
12.373,1 21.174,5 0.0 a0 21.174,5 9.638,4 9.6384 9.6384 | Pusat
3367 | Penyusunan Program, Rencana Kerja Anggaran, Pengelolaan 27.978,4 32.169,5 0,0 0,0 32.169,5 36.611,6 39.451,6 39.451,6
Keuangan, dan Pengawasan
01 Terselenggaranya Penyusunan Program, Rencana Kerja dan 27.978,4 32.169,5 0,0 0,0 32.169,5 36.611,6 39.451,6 39.451,6
Anggaran, Pengelolaan Keuangan dan Pengawasan
001 | Penyusunan Dokumen Anggaran dan Penanganan Perkara 3.718,7 4.359,4 0,0 0,0 4.359,4 3.933,6 3.973,6 3.973,6
3.7187 43594 0,0 0,0 43594 3.933,6 3.973,6 3.973,6 | Pusat
002 | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Pelaksanaan Anggaran 24.259,7 27.810,1 0,0 0,0 27.810,1 32.678,0 35478,0 35.478,0
24.259,7 27.810,1 0,0 0,0 27.810,1 32.678,0 354780 35478,0 | Pusat
3368 | Penyelenggaraan Penelitian Isu-isu Konstitusi, Ketatanegaraan 8.818,3 10.300,0 0,0 0,0 10.300,0 10.500,0 12.000,0 12.000,0
dan Pengelolaan Perpustakaan
01 Terselenggaranya Penelitian Isu-isu Konstitusi, Ketatanegaraan, 8.818,3 10.300,0 0,0 0,0 10.300,0 10.500,0 12.000,0 12.000,0
dan Pengelolaan Perpustakaan
001 | Jumlah Penelitian dan Kajian Perkara 7.168,3 7.900,0 0,0 0,0 7.900,0 8.100,0 9.600,0 9.600,0
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B. PENDANAAN

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA MAHKAMAH KONSTITUSI R

(Juta Rupiah)

Keterangan
Rupiah (4) = Rp. Non Pendamping + Pendamping

2

(1) (2) (3) 4 (5) (6) (7) (8) (9 (10) (11)
7.168,3 7.900,0 0,0 0.0 7.900,0 81000 9.600,0 9.600,0 | Pusat
002 | Jumlah Kegiatan Pengelolaan Perpustakaan 1.650,0 2.400,0 0,0 0,0 2.400,0 2.400,0 2.400,0 2.400,0
1.650,0 2.400,0 0.0 0,0 2.400,0 2.400,0 2.400,0 2.400,0 | Pusat
3369 | Pengelolaan Arsip, Pembinaan SDM dan Kerumahtanggaan 39.590,8 44.500,0 0,0 0,0 44.500,0 45.550,0 48.010,0 48.010,0
01 Terlaksananya Manajemen SDM, Arsip, dan Pengelolaan 39.590,8 44.500,0 0,0 0,0 44.500,0 45.550,0 48.010,0 48.010,0
Kerumahtanggaan
001 | Jumlah Kegiatan Pengembangan Organisasi, SDM, dan Reformasi 7.644,6 8.935,1 0,0 0,0 89351 6.700,0 6.000,0 6.000,0
Birokrasi
7.644,6 89351 0.0 0,0 89351 6.700,0 6.000,0 6.000,0 | Pusat
002 | Jumlah Kegiatan Pengelolaan BMN dan Kerumahtanggaan 30.504,6 33.564,9 0,0 0,0 33.564,9 36.850,0 40.010,0 40.010,0
30.504,6 33.564,9 0.0 0,0 33.564.9 36.850,0 40.010,0 40.010,0 | Pusat
003 | Jumlah Kegiatan Kearsipan 1.441,6 2.000,0 0,0 0,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0
1.441,6 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 2.000,0 | Pusat

13 April 2011

Nl

JANED]RI M. GAFFAR
NIP: 196310251988021001/

A/N.MENTERI/KETUA LEMBAGA
SEKRETARIS JENDERAL Y
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FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2012

I. UMUM

1

. Nama Kementerian/Lemba :
: Mahkamah Konstitusi Ri

2. Nama Unit Organisasi

. Misi Unit Organisasi

. Sasaran Strategis

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

5. Kode Program

6. Nama Program

No Misi
1 Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang
modern dan terpercaya
2 | Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi
No Sasaran Strategis
01 | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Justisial yang Modern dan Terpercaya
02 | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum yang Modern, Profesional dan Terpercaya
03 | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Peradilan
04 | Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Mandiri dan Berkualitas
05 | Terbangunnya Budaya Sadar Berkonstitusi Melalui Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman
Masyarakat Tentang Isu Konstitusi dan Ketatanegaraan
06 [ Terwujudnya Reformasi Birokrasi Di Lembaga Peradilan Sebagai Upaya Penerapan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik
07 [ Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional

: 077.01.02

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

Penidiiasii Alokasi Tahun | Usulan Tahun Prakiraan Kebutuhan
2011 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015

1. Rupiah 20,000.0

a. Pendamping 0.0

b. Non Pendamping 20,000.0
2. PHLN atau PDN 0.0

JUMLAH 70,000.0 20,000.0 20,100.0 16,500.0 16,500.0
1. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR
Hasil/OutCome Indikator
01 Meningkatnya Kualitas Pelayanan yang Didukung dengan sarana 01 Rasio Peralatan, Perlengkapan, Sarana dan Prasarana Kantor
dan Prasarana yang Modern
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1. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN

PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH KONSTITUSI RI ' i |

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) &) (10) (11)
3370 | Pembangunan, Rehabilitasi, 01 Peningkatan Sarana dan Prasarana Biro Umum
Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 001 Jumlah Sarana, Prasarana dan Pengembangan Gedung 0 1 1 1 KP 0 TIDAK
Prasarana
3371 | Pengadaan Peralatan dan 01 Peningkatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Biro Umum
Perlengkapan Gedung 001 Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1 1 1 1 KP o TIDAK

Keterangan :
Kolom (8) : KP=Kantor Pusat; KD=Kantor Daerah; D=Dekonsentrasi; TP=Tugas Pembantuan; UB=Urusan Bersama
Kolom (9) : N=Nasional, K/L=Kementerian/Lembaga, B=Bidang; 0=Bukan Prioritas
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B. PENDANAAN

_ PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR MAHKAMAH KONSTITUSI RI ST AT i | P
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
3370 | Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan 58.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.600,0 5.000,0 5.000,0
Prasarana
01 Peningkatan Sarana dan Prasarana 58.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.600,0 5.000,0 5.000,0
001 | Jumlah Sarana, Prasarana dan Pengembangan Gedung 58.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.600,0 5.000,0 5.000,0
58.000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 5.600,0 5.000,0 5.000,0 | Pusat
3371 | Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 12.000,0 20.000,0 0,0 0,0 20.000,0 14.500,0 11.500,0 11.500,0
01 Peningkatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000,0 20.000,0 0,0 0,0 20.000,0 14.500,0 11.500,0 11.500,0
001 | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor 12.000,0 20.000,0 0,0 0,0 20.000,0 14.500,0 11.500,0 11.500,0
12.000,0 20.000,0 0.0 0,0 20.000,0 14.500,0 11.500,0 11.500,0 | Pusat

Keterangan
Rupiah (4) = Rp. Non Pendamping + Pendamping

13 April 2011
A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
L SEKRETARIS JENDERAL t-

Numed—

JANEDJRI M. GAFFAR
NIP: 196310251988021001£
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FORMULIR 2

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)

TAHUN ANGGARAN 2012

1. UMUM

1. Nama Kementerian/Lemba :
2. Nama Unit Organisasi

3. Misi Unit Organisasi

4. Sasaran Strategis

MAHKAMAH KONSTITUSI RI

- Mahkamah Konstitusi Ri

No |

' Misi

1

Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang
modern dan terpercaya

2

Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi

No

Sasaran Strategis

01

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Justisial yang Modern dan Terpercaya

02

Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum yang Modern, Profesional dan Terpercaya

03

Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Peradilan

04

Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Mandiri dan Berkualitas

05

Terbangunnya Budaya Sadar Berkonstitusi Melalui Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman
Masyarakat Tentang Isu Konstitusi dan Ketatanegaraan

06

Terwujudnya Reformasi Birokrasi Di Lembaga Peradilan Sebagai Upaya Penerapan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik

5. Kode Program

6. Nama Program

07 | Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional

: 077.01.06

: Program Penanganan Perkara Konstitusi

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

Akuntabel

02

lainnya

Pendanaan Alokasi Tahun | Usulan Tahun Prakiraan Kebutuhan
2011 2012 Tahun 2013 Tahun 2014 | Tahun 2015
1. Rupiah 59,999.5
a. Pendamping 0.0
b. Non Pendamping 59,999.5
2. PHLN atau PDN 0.0
JUMLAH 55,000.0 59,999.5 63,594.0 76,081.0 76,081.0
I1. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR
Hasil/OutCome Indikator
01 Penyelesaian Perkara Konstitusi yang Tepat Waktu, Transparan dan | 01 Persentase Penyelesaian Perkara PUU, SKLN, dan Perkara

Persentase Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum

{ Formulir 1.1 - 1




I1I. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN

' PROGRAM PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI y — : ’ B

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
3372 | Penanganan Perkara PUU, SKLN, 01 Terwujudnya Penyelesaian Perkara Konstitusi yang Tepat Waktu, Biro
PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Transparan dan Akuntabel Administrasi
i;l.bup' Walikota, dan Perkara 001 Jumlah Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya yang Diputus 103 85 80 80 KP B TIDAK gerk_a(;‘a dan
innya ersidangan
y 002 Jumlah Perkara Pemilu Legislatif, Presiden dan Wapres yang Diputus 80 KP B TIDAK g
003 Jumlah Perkara Pemilukada yang Diputus 56 100 25 25 KP B TIDAK
Keterangan :

Kolom (8) : KP=Kantor Pusat; KD=Kantor Daerah; D=Dekonsentrasi; TP=Tugas Pembantuan; UB=Urusan Bersama
Kolom (9) : N=Nasional, K/L=Kementerian/Lembaga, B=Bidang; 0=Bukan Prioritas

; Formulir 1.2 - 1



B. PENDANAAN
PROGRAM PENANGANAN PERKARA KONSTITUSI

(Juta Rupiah)

(1) (2) (3 (4 (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
3372 | Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, 55.000,0 59.999,5 0,0 0,0 59.999,5 63.594,0 76.081,0 76.081,0
Pilbup, Walikota, dan Perkara Lainnya
01 Terwujudnya Penyelesaian Perkara Konstitusi yang Tepat 55.000,0 59.999,5 0,0 0,0 59.999,5 63.594,0 76.081,0 76.081,0
Waktu, Transparan dan Akuntabel
001 | Jumlah Perkara PUU, SKLN dan Perkara Lainnya yang Diputus 30.614,6 38.540,4 0,0 0,0 38.540,4 31.805,2 29.934.3 40.000,0
306146 38.540,4 0,0 0,0 38.5404 31.8052 29.9343 40.000,0 | Pusat
002 | Jumlah Perkara Pemilu Legislatif, Presiden dan Wapres yang Diputus 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36.566,7 0,0
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 36.566,7 0,0 | Pusat
003 | Jumlah Perkara Pemilukada yang Diputus 24.385,4 21.459,1 0,0 0,0 21.459,1 31.788,8 9.580,0 36.081,0
24.385,4 21.459,1 0,0 21.459,1 31.788,8 9.580,0 36.081,0 | Pusat

Keterangan
Rupiah (4) = Rp. Non Pendamping + Pendamping

13 April 2011
A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
L SEKRETARIS JENDERAL

-

WWnd—

JANEDJRI M. GAFFAR
NIP: 19631025198802100 l/

Formulir 1.3 - 1



FORMULIR 2
RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2012

1. UMUM

1. Nama Kementerian/Lemba : MAHKAMAH KONSTITUSI RI

2. Nama Unit Organisasi : Mahkamah Konstitusi Ri

3. Misi Unit Organisasi : | No Misi

1 Mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang
modern dan terpercaya

2 | Membangun konstitusionalitas Indonesia dan budaya sadar berkonstitusi

4. Sasaran Strategis : | No ] Sasaran Strategis

01 | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Justisial yang Modern dan Terpercaya

02 | Meningkatnya Pelayanan Administrasi Umum yang Modern, Profesional dan Terpercaya

03 | Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Lembaga Peradilan

04 | Terwujudnya Sistem Peradilan Konstitusi yang Mandiri dan Berkualitas

05 | Terbangunnya Budaya Sadar Berkonstitusi Melalui Peningkatan Kesadaran dan Pemahaman
Masyarakat Tentang Isu Konstitusi dan Ketatanegaraan

06 | Terwujudnya Reformasi Birokrasi Di Lembaga Peradilan Sebagai Upaya Penerapan Tata Kelola
Pemerintahan yang Baik

07 [ Meningkatnya Kerjasama Nasional dan Internasional

: 077.01.07

Program Kesadaran Berkonstitusi

5. Kode Program
6. Nama Program

7. Pendanaan (Juta Rupiah)

Berkonstitusi

02

Hukum Acara MK

Pendisia Alokasi Tahun | Usulan Tahun Prakiraan Kebutuhan
2011 2012 Tahun2013 | Tahun2014 | Tahun 2015
1. Rupiah 60,704.1
a. Pendamping 0.0
b. Non Pendamping 60,704.1
2. PHLN atau PDN 0.0
JUMLAH 48,337.1 60,704.1 37,100.0 37,100.0 37,100.0
II. HASIL/OUTCOME DAN INDIKATOR
Hasil/OutCome Indikator
01 Meningkatnya Konstitusionalitas Masyarakat dan Budaya 01 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan

Jumlah Kegiatan Penyebarluasan Informasi Konstitusi dan

MK

f Formulir 11.1 - 1




111. KEGIATAN DAN SUMBER PENDANAAN
A. URAIAN KEGIATAN

'PROGRAM KESADARAN BERKONSTITUSI : ] o : N 3 ' I

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 9 (10) (11)
3373 | Peningkatan Pemahaman 01 Terlaksananya Kegiatan Kesadaran Berkosntitusi dan Biro Humas
Berkonstitusi dan Penyebarluasan Penyebarluasan Informasi Konstitusi dan MK dan Protokol
Informasi MK 001 Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum Acara 34 34 34 34 KP KL TIDAK
MK
002 Jumlah Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan MK 114 114 114 114 KP KL TIDAK

Keterangan :

Kolom (8) : KP=Kantor Pusat; KD=Kantor Daerah; D=Dekonsentrasi; TP=Tugas Pembantuan; UB=Urusan Bersama
Kolom (9) : N=Nasional, K/L=Kementerian/Lembaga, B=Bidang; 0=Bukan Prioritas

/ Formulir 1.2 - 1



B. PENDANAAN
PROGRAM KESADARAN BERKONSTITUSI

I (Juta Rupiah)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
3373 | Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Penyebarluasan 48.337,1 60.704,1 0,0 0,0 60.704,1 37.100,0 37.100,0 37.100,0
Informasi MK
01 Terlaksananya Kegiatan Kesadaran Berkosntitusi dan 48.337,1 60.704,1 0,0 0,0 60.704,1 37.100,0 37.100,0 37.100,0
Penyebarluasan Informasi Konstitusi dan MK
001 | Jumlah Kegiatan Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Hukum 22.637,1 28.260,0 0,0 0,0 28.260,0 17.100,0 17.100,0 17.100,0
Acara MK
22.637,1 28.260,0 0,0 0,0 28.260,0 17.100,0 17.100,0 17.100,0 | Pusat
002 | Jumlah Penyebarluasan Informasi Penanganan Perkara dan Putusan 25.700,0 32.4441 0,0 0,0 324441 20.000,0 20.000,0 20.000,0
MK
25.700,0 324441 0,0 0,0 32.444,1 20.000,0 20.000,0 20.000,0 | Pusat
Keterangan
Rupiah (4) = Rp. Non Pendamping + Pendamping
13 April 2011

A/N. MENTERI/KETUA LEMBAGA
l/ SEKRETARIS JENDERAL Y

AMud—

JANEDJRI M. GAFFAR
NIP:196310251988021001

£
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( REKAPITULASI UNIT ESELON 1)

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2012

KEMENTERIAN/LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI RI

UNIT ORGANISASI Mahkamah Konstitusi Ri
(1) (2) (3) 4 (5) (6) (7)=(4+5+6) (8) (9) (10)
01 Biro Administrasi Perkara dan Persidangan 57,861.6 63,799.5 0.0 0.0 63,799.5 66,494.0 78,981.0 78,981.0
02 Biro Humas dan Protokol 83,4509 105,704.1 0.0 0.0 105,704.1 69,2384 70,838.4 70,838.4
03 Biro Perencanaan dan Keuangan 27,978.4 32,169.5 0.0 0.0 32,169.5 36,611.6 39,451.6 39,451.6
04 Biro Umum 109,590.8 64,500.0 0.0 0.0 64,500.0 65,650.0 64,510.0 64,510.0

therangg" 5

Pusat Penelitian dan Pengkajian

8,818.3

Kolom (4) = Rp. Non Pendamping + Rp. Pendamping; Kolom (5) = PLN+PDN+Hibah; Kolom (7)= Tidak Termasuk Subsidi

10,300.0

10,300.0

10,500.0

12,000.0

12,000.0

/ 1.0




RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2012
( REKAPITULASI PROGRAM )

KEMENTERIAN/LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
UNIT ORGANISASI Mahkamah Konstitusi Ri
(1) 2 (3) (4) (5) (6) (7)=(4+5+86) 8) 9 (10)
01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 114,362.9 135,769.5 0.0 0.0 135,769.5 127,700.0 136,100.0 136,100.0
Mahkamah Konstitusi RI
02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Konstitusi RI 70,000.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,100.0 16,500.0 16,500.0
06 Program Penanganan Perkara Konstitusi 55,000.0 59,999.5 0.0 0.0 59,999.5 63,594.0 76,081.0 76,081.0
Program Kesadaran Berkonstitusi 48,337.1 60,704.1 60,704.1 37,100.0 37,100.0 37,100.0

Keterangan :
Kolom (4) = Rp. Non Pendamping + Rp. Pendamping; Kolom (5) = PLN+PDN+Hibah; Kolom (7)= Tidak Termasuk Subsidi




RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2012
( REKAPITULASI PROVINSI )

KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH KONSTITUSI RI
UNIT ORGANISASI : Mahkamah Konstitusi Ri

(3} 4 (7)=(4+5+6) (8) (&)]
287,700.0 276,473.1 3 . 276,473.1 248,494.0 265,781.0

Keteran gan:

Kolom (4) = Rp. Non Pendamping + Rp. Pendamping; Kolom (5) = PLN+PDN+Hibah; Kolom (7)= Tidak Termasuk Subsidi




RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2012
( REKAPITULASI PROVINSI/KABUPATEN/KOTA)

KEMENTERIAN/LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
UNIT ORGANISASI Mahkamah Konstitusi Ri
&) @2 @) ) 5) ) (7)=(4+5+6) (®) ©) (10)
00 Pusat 287,700.0 276,473.1 0.0 0.0 276,473.1 248,494.0 265,781.0 265,781.0
287,700.0 276,473.1 276,473.1 248,494.0 265,781.0 265,781.0

Keterangan :
Kolom (4) = Rp. Non Pendamping + Rp. Pendamping; Kolom (5) = PLN+PDN+Hibah; Kolom (7)= Tidak Termasuk Subsidi

7 1



RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (REN]JA-KL)
TAHUN ANGGARAN 2012
( REKAPITULASI KEGIATAN PER PROGRAM )

KEMENTERIAN/LEMBAGA MAHKAMAH KONSTITUSI RI
UNIT ORGANISASI Mahkamah Konstitusi Ri
)] (2) (3} {4) (5) (6) (7)=[4+5+6) (8) %) (10)

01 Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 114,362.9 135,769.5 0.0 0.0 135,769.5 127,700.0 136,100.0 136,100.0
Mahkamah Konstitusi RI

3365 Penyelenggaraan Administrasi Perkara, Persidangan, Putusan dan Hukum 2,861.6 3,800.0 0.0 0.0 3,800.0 2,900.0 2,500.0 2,900.0

3366 Pelayanan Hubungan Masyarakat, Kerjasama, Keprotokolan dan Pengelolaan 35,113.8 45,000.0 0.0 0.0 45,000.0 32,1384 33,7384 33,7384
Teknologi Informasi

3367 Penyusunan Program, Rencana Kerja Anggaran, Pengelolaan Keuangan, dan 27,9784 32,1695 0.0 0.0 32,169.5 36,611.6 39,451.6 39,451.6
Pengawasan

3368 Penyelenggaraan Penelitian Isu-isu Konstitusi, Ketatanegaraan dan 8,818.3 10,300.0 0.0 0.0 10,300.0 10,500.0 12,000.0 12,000.0
Pengelolaan Perpustakaan

3369 Pengelolaan Arsip, Pembinaan SDM dan Kerumahtanggaan 39,5908 44,500.0 0.0 0.0 44,500.0 45,550.0 48,010.0 48,010.0

02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah 70,000.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 20,100.0 16,500.0 16,500.0
Konstitusi RI

3370 Pembangunan, Rehabilitasi, Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana 58,000.0 0.0 0.0 0.0 0.0 5,600.0 5,000.0 5,000.0

3371 Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung 12,000.0 20,000.0 0.0 0.0 20,000.0 14,500.0 11,500.0 11,500.0

06 Program Penanganan Perkara Konstitusi 55,000.0 59,999.5 0.0 0.0 59,999.5 63,594.0 76,081.0 76,081.0

3372 Penanganan Perkara PUU, SKLN, PHPU Legislatif, Pilpres, Pilgub, Pilbup, 55,000.0 59,999.5 0.0 0.0 59,999.5 63,594.0 76,081.0 76,081.0
Walikota, dan Perkara Lainnya

07 Program Kesadaran Berkonstitusi 48,337.1 60,704.1 0.0 0.0 60,704.1 37,100.0 37,100.0 37,100.0

3373 Peningkatan Pemahaman Berkonstitusi dan Penyebarluasan Informasi MK 48,337.1 60,704.1 60,704.1 37,100.0 37,100.0 37,100.0

Keterangan :

Kolom (4] = Rp. Non Pendamping + Rp. Pendamping; Kolom (5) = PLN+PDN+Hibah; Kolom (7)= Tidak Termasuk Subsidi
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